
SALINAN  

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2025-2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

l40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

7. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2034 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601)  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6512); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

12. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6779); 

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6987); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 
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Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor19),  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
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tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-

2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2024 Nomor 4); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan   Lembaran   Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunanPerangkat Daerah (lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 62); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 

2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-

2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2024 Nomor 5); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DAN 

 

BUPATI TANAH LAUT 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

2025-2029. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu 

kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang 

selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang 

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen nasional untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

Dokumen Perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 

Laut untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. 

13. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus 

menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk 

mewujudkan visi daerah. 

14. Visi Pembangunan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. 
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15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

16. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai tujuan. 

17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu 

atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

18. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 

19. Target adalah batas atau besaran atau status atau ketentuan yang telah 

ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini target adalah berdasarkan 

indikator yang ditetapkan. 

20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok 

masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 

22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

23. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil 

Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang memuat Tujuan, 

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan 

Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai: 

a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD; 

b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;  

c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan 

d. pedoman dalam penyusunan RPJM Desa. 

(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun 

berdasarkan Dokumen RPJMD yang merupakan satu kesatuan dokumen 

yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 

BAB III 

VISI DAN MISI 

 

Pasal 3 

 

(1) Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut adalah 

Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan. 

(2) Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah 

Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten Tanah Laut 
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mengusung 3 tiga) Misi Pembangunan Jangka Menengah, meliputi: 

a. membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 

dengan nilai-nilai agama;  

b. membangun ekonomi inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan 

infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas; dan 

c. memantapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis. 

 

BAB IV 

PENETAPAN RPJMD 

 

Pasal 4 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2025 – 2029. 

(2) Penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: 

a. RPJPN Tahun 2025 - 2045; 

b. RPJMN Tahun 2025 - 2029; 

c. RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045; 

d. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029; dan 

e. RPJPD Kabupaten Tahun 2025 - 2045. 

 

Pasal 5 

 

(1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi Daerah; 

c. Visi, Misi, dan Program prioritas Pembangunan Daerah; 

d. Program PD dan Kinerja penyelengaaran Pemerintah Daerah; dan 

e. Penutup. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai  RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari  Peraturan Daerah ini. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.  

(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan PD yang melaksanakan fungsi 

penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah. 

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan 

lingkungan strategis Daerah.  

(4) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja dalam 

RPJMD disampaikan kepada DPRD. 
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(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 7 

 

(1) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, Bupati melalui PD yang melaksanakan fungsi penunjang 

bidang perencanaan pembangunan Daerah menyempurnakan RPJMD. 

(2) Tata cara penyempurnaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

 

BAB VI 

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Pasal 8 

 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan jika: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

mencakup terjadinya bencana alam, bencana non alam, goncangan politik, 

krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran 

Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional. 

 

BAB VII  

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 9 

 

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian 

Pembangunan Daerah. 

(3) Bentuk peran serta Masyarakat/badan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam bentuk: 

a. konsultasi publik; 

b. musyawarah; 

c. kemitraan; 

d. penyampaian aspirasi; 

e. pengawasan; dan/atau 

f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
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g. perundang-undangan. 

(4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VIII 

PENDANAAN 

 

Pasal 10 

 

Pelaksanaan RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada 

APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal 

Daerah. 

 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 11 

 

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target 

tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD Tahun 2025-2029, 

maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat:  

a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. kebijakan umum APBD; atau 

c. prioritas dan plafon anggaran sementara. 

 

Pasal 12 

 

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman 

penyusunan RPJMD mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 13 

 

(1) Kebijakan Daerah terkait dengan perencanaan Pembangunan  Daerah yang 

ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang 

sesuai dan belum ditetapkan dengan yang baru berdasarkan Peraturan 

Daerah ini; dan 

(2) Dalam hal dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dalam 

Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah, penanggung jawab setiap 

urusan yang tercantum dalam dokumen RPJMD ini, dibaca dan dimaknai 

sebagai Perangkat Daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB XI  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 20 Agustus 2025 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

     

              ttd. 

 

H. RAHMAT TRIANTO 

 

Diundangkan di Pelaihari  

pada tanggal 20 Agustus 2025 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

                  ttd. 

 

         ISMAIL FAHMI 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 6 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI 

KALIMANTAN  SELATAN  NOMOR:  (6-63/2025) 
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PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR      TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2025-2029 

 

I. UMUM 

 

RPJMD Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan 

untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan 

sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten 

Tanah Laut dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program SKPD dan 

lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPD dan RPJMN. 

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan 

sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 
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Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas.  

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 80 

 


	Pasal 5

